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BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
ketentuan Pasal 79A menyatakan bahwa “Pengurusan dan
penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka perlu menghapus ketentuan yang
mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun
2004 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perunbahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 2);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menetapkan

dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2)
diubah dan dihapus sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23, Pasal 1
dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah wuntuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  ketentuan = peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah
sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan
persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang
berasal dari kegiatan manusia yang meniputi bahan organik dan
anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk
buangan biologis.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
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Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /
sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa
pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan
untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara / Daerah dan pihak swasta.

Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang
dipergunakan untuk keperluan berjualan.

Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat
dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.

Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka
dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan
berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan
bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan laik jalan.

Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu
pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas
fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas
rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan
kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil
barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
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Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

Mobil bus adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk
angkutan barang.

Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan
dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut,
angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak
pindah-pindah.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat
pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di
atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang
dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.

Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau
buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan
pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.

Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek
fungsional.

Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi
yang diturunkan dari peta dasar.

Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan
informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.

Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah peta wilayah
kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten.

Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh
dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku
atau dokumen lainya.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan
dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa
pelayanan tera atau tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
kualitas dan atau kuantitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbang.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai
perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang
yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda tera sah atau dengan
tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukan bertdsarkan pengujian yang
dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
belum dipakai.

Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda ters
sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan
dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi
persyaratan Tanah atau Notaris ulang.

Retribusi Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan, dan kepentingan umum.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam
Peraturan Daerah ini adalah :

RO E@ &S0 Q0 o

[um—

Retribusi Pelayanan Kesehatan,;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Dihapus;

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 14 dihapus.

Pasal 15 dihapus.

Pasal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pasal 18 dihapus.

Ketentuan ayat (4) Pasal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 69

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya
pencetakan dan pengadministrasian.



9. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 70

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12,
Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 32, Pasal 37, Pasal
42, Pasal 47 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 57,
Pasal 62, dan Pasal 67, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BULUNGAN,
ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SULISTIA WIDARTI.SH
Pembina / IVa
Nip.19650930 1998032 001




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 79A
menyatakan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak
dipungut biaya”.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 Sifat sangat segera,
Hal Larangan Pungutan Uang dalam memberikan pelayanan Administrasi
Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada angka 6, yang menerangkan bahwa
“Larangan pemungutan biaya telah dipertegas dan diperluas melalui amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk
semua pengurusan dan penerbitan kependudukan. Dengan demikian apabila
masih ada pihak-pihak atau oknum yang masih memungut biaya dalam
pelayanan administrasi kependudukan, berarti melanggar ketentuan dalam
Undang-Undang.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79A
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu segera
menghapus ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 09
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